Menimbang

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR: 100.3.3.2/ 10 /TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

ngingat

TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan

penyusunan peraturan bupati, maka perlu disusun
Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
disebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan
kepala daerah dan peraturan DPRD merupakan
kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan
lembaga, komisi, atau instansi masing-masing yang
ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi,
atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Program Perencanaan
Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


MyPC One Pro H5
Typewritten text
10


Menetapkan

KESATU

KETIGA

2

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
tanggal 2 Januari 2025
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR: 100.3.3.2/ 10 /TAHUN 2025

TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
BUPATI TAHUN 2025

o -

k Sekrétariat DPRD '

| vPerubékha’ﬁkAtéLs Peraturan B‘lfipatki’Pekmalévrig' Ndfnor 8 Tahun 2023 té:ﬁt’émg”
Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Pemalang

2. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2023 tentang | Ubah | Sekretariat DPRD
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Pemalang

3. | Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah | Baru Inspektorat
Kabupaten Pemalang

4. | Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pemalang| Baru | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2025

Komisi Penanggulangan AIDS Ubah | Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan| Baru |Dinas Kesehatan
Universal Health Coverage (UHC)

7. [ Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang | Ubah | Dinas Kesehatan
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

8. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

9. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
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10. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pemerintahan Desa

11. | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Anggaran 2026 Pemerintahan Desa

12. | Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

13. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman | Ubah | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengelolaan Aset Desa Pemerintahan Desa

14. | Batas Desa Plakaran Kecamatan Moga Baru | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

15. | Batas Desa Mandiraja Kecamatan Moga Baru | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

16. | Batas Desa Walangsanga Kecamatan Moga Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

17. | Batas Desa Sima Kecamatan Moga Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

18. | Batas Desa Moga Kecamatan Moga Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

19. | Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Baru | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

20. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang| Baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Badan Usaha Milik Desa Pemerintahan Desa

21. | Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Baru | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
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29. | Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas di| Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Pemerintahan Desa
93. | Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Sayur dan| Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kopi di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Pemerintahan Desa
24. | Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Mangga di| Baru |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Pemerintahan Desa
25 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 | Ubah |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang
26. | Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2026- | Baru | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2030 Terpadu Satu Pintu
27. | Mal Pelayanan Publik Baru | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
28. | Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan| Baru | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang
29. | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Ubah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
30. | Strategi Sanitasi Kabupaten Ubah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
31. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 | Baru |Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung Ruang
32. | Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pemalang Baru | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
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33. | Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan| Baru |Dinas Perumahan dan  Kawasan
Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang Tahun 2024-2029 Permukiman
34. | Penggantian/ Penyesuaian Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun | Baru | Dinas Perhubungan
2019 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
35. | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang| Baru | Dinas Lingkungan Hidup
Nomor 13 Tahun 2022 tentang PerUbahan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
36. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 Baru |Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah
37. | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun | Ubah | Badan Perencanaan Pembangunan
2025 Daerah
38. | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Baru | Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
39. | Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-| Baru |Badan  Perencanaan Pembangunan
2029 Daerah
40. | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 Baru | Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
41. | Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting Baru |Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah
42. | Penjabaran APBD Tahun 2026 Baru | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
43. | Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 Baru | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
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44. | Penjabaran Perubahan APBD mendahului perUbahan APBD Tahun 2025 Baru |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
45. | Penjabaran Perubahan APBD setelah PerUbahan APBD Tahun 2025 Baru |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
46. | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Baru |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
47. | Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Ubah |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Keuangan Daerah Daerah
48. | Perubahan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2021 tentang| Ubah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang Daerah
49. | Perubahan Kedua Perbup Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara| Ubah |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Daerah
Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial di Kabupaten Pemalang
50. | Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Baru | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
51. | Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Baru |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
52. | Inventarisasi Barang Milik Daerah Baru |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
53. | Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Ubah | Badan Kepegawaian Daerah
54. | Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Ubah | Badan Kepegawaian Daerah
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Baru | Badan Kepegawaian Daerah
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56. | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Baru | Badan Kepegawaian Daerah
57. | Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Baru | Badan Penanggulangan Bencana Daerah
58. | Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 | Baru | Badan Penanggulangan Bencana Daerah
50 | Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Baru | Bagian Organisasi Setda

Pemalang
60. | Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten | Baru Bagian Organisasi Setda

Pemalang
61. | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Indikator | Ubah | Bagian Organisasi Setda

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja

Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tahun 2025-2029
62. | Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Baru | Bagian Organisasi Setda
63. | Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Baru | Bagian Organisasi Setda
64. | Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di| Baru |Bagian Organisasi Setda

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
65. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja| Baru |Bagian Organisasi Setda

Inspektorat Kabupaten Pemalang
66. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja| Baru |Bagian Organisasi Setda

Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
67. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja| Baru |Bagian Organisasi Setda

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
68. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas | Baru | Bagian Organisasi Setda

Daerah Kabupaten Pemalang
69. | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan | Baru |Bagian Organisasi Setda

Daerah Kabupaten Pemalang




70. | Kedudukan, | Susunan Ofganisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kexja Baru Bagian Organisasi Setda
Kecamatan Kabupaten Pemalang J
71. | Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Baru | Bagian Organisasi Setda
Pemerintah Kabupaten Pemalang
72. | Rumpun,/ Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan | Baru |Bagian Organisasi Setda
Pemerintah Kabupaten Pemalang
73. | Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Baru | Bagian Organisasi Setda
2025 - 2029 J
74. | Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Baru | Bagian Organisasi Setda
Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun 2025-2029
75 | Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah | Baru Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Pemalang
76. | Roadmap Reformasi Birokrasi Baru | Bagian Organisasi Setda
77 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ubah | Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Standar Harga Satuan Tahun 2025
78 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2024 | Ubah | Bagian Administrasi Pembangunan Setda
tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
79. | Standar Harga Satuan Tahun 2026 Baru | Bagian Administrasi Pembangunan Setda
80. | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2024 | Ubah | Bagian Administrasi Pembangunan Setda
tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
[81. | Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang | Baru Bagian Administrasi Pembangunan Setda ]]
Tahun 2025 |
82. | Pemberdayaan Desa Wisata Baru | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahra@
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| Rencana Aksi Daerah Pangarusutamaan Gender Baru | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
84. | Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Baru | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
85. | Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang Baru | Dinas Komunikasi dan Informatika
86. | Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Kabupaten | Baru Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemalang Melalui Media Massa
87. | Sistem Pertanian Organik Baru | Dinas Pertanian
88. | Jadwal Retensi Arsip Baru | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
890. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang| Baru Satuan Polisi Pamong Praja
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
90. | Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah | Baru | Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pemalang
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BUPATI PEMALANG,
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